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RINGKASAN 

 
 

Tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik secara materiel maupun secara 

spiritual. Peranan manusia dalam pembangunan sekarang ini sangat besar dan tidak 

dapat dikesampingkan. Manusia dituntut untuk tidak selalu menjadi objek 

pembangunan saja tetapi juga harus menjadi subjek pembangunan. Untuk menjadi 

subjek pembangunan yang handal diperlukan suatu pengembangan dan pengelolaan 

sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan 

manusia yang produktif serta mandiri. 

 

Notaris adalah pejabat umum yang dalam pelaksanaan posisinya menyediakan 

layanan dalam ranah hukum perdata terhadap semua orang tanpa terkecuali. Notaris 

dalam pelaksanaan jabatannya berkedudukan di Kantor Notaris pada wilayah 

kerjanya dengan dibantu oleh karyawan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan 

Jabatan Notaris tidak memuat dengan jelas mengenai karyawan Notaris, sedangkan 

tidak dapat dipungkiri peran karyawan Notaris dibutuhkan dalam pelaksanaan 

jabatan Notaris. Di dalam melakukan pekerjaan tersebut, tentu seorang notaris tidak 

boleh membedakan perlakuan, utamanya terhadap pekerja penyandang disabilitas. 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerja antara Notaris 

dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris serta tanggung 

jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas 

yang bekerja di kantor notaris. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan 

dalam bidang hukum. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, 

mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam 

terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. 

Penelitian yang bersifatpreskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan 

apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). 
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Hubungan kerja antara notaris dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja 

di kantor notaris adalah berdasarkan sebuah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja 

tersebut berdasarkan Perjajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau juga berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah istilah untuk perjanjian 

kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau jenis pekerjaan yang sifatnya terbatas, 

sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha 

untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 

 

tanggung jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang 

disabilitas yang bekerja di kantor notaris adalah memberikan hak-hak kepada pekerja 

tersebut berdasarkan perjanjian kerja yang sudah dibuat oleh Notaris dan pekerja 

tersebut. Bagi perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan Perjajian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), maka Notaris berkewajiban memberikan hak kepada pekerja 

penyandang disabilitas berupa pemberian Uang Kompensasi. Apabila perjanjian 

kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Notaris 

berkewajiban memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang 

Penggantian Hak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kantor Notaris 

 
 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerja antara Notaris 

dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris serta tanggung 

jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas 

yang bekerja di kantor notaris. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Pertama, hubungan kerja antara notaris 

dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris adalah 

berdasarkan sebuah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja tersebut berdasarkan Perjajian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau juga berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT) adalah istilah untuk perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka 

waktu atau jenis pekerjaan yang sifatnya terbatas, sedangkan PKWTT adalah 

Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja yang bersifat tetap. Kedua, tanggung jawab notaris terhadap 

pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor 

notaris memberikan hak-hak kepada pekerja tersebut berdasarkan perjanjian kerja 

yang sudah dibuat oleh Notaris dan pekerja tersebut. Bagi perjanjian kerja yang 

dibuat berdasarkan Perjajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Notaris 

berkewajiban memberikan hak kepada pekerja penyandang disabilitas berupa 

pemberian Uang Kompensasi. Apabila perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Notaris berkewajiban memberikan Uang 

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja 
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RISNAWATI. 2024. LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES WITH 

DISABILITIES WHO WORK IN NOTARY OFFICES. Notarial Masters 

Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. 

Saprudin, S.H., LL.M., 103 pages. 

 

 
ABSTRACT 

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Notary Office 

 
The aim of the research is to determine and analyze the employment relationship 

between Notaries and workers with disabilities who work in notary offices as well as 

the responsibility of notaries regarding the termination of employment of workers 

with disabilities who work in notary offices. 

 

The research results obtained are: First, the working relationship between notaries 

and workers with disabilities who work in notary offices is based on an Employment 

Agreement. The work agreement is based on a certain time work agreement (PKWT) 

or also based on an indefinite time work agreement (PKWTT). PKWT is a work 

agreement that is based on a limited period of time or type of work, while PKWTT is 

a work agreement between workers/laborers and employers to establish a permanent 

work relationship. Second, the notary's responsibility for terminating the employment 

of workers with disabilities who work in a notary's office provides rights to these 

workers based on the work agreement that has been made by the notary and the 

worker. For work agreements made based on a Specific Time Work Agreement 

(PKWT), the Notary is obliged to provide rights to workers with disabilities in the 

form of compensation money. If the work agreement is based on an Indefinite Time 

Work Agreement (PKWTT), the Notary is obliged to provide Severance Pay, Service 

Period Rewards and Replacement Money based on the provisions of Government 

Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed Time Work Agreements, 

Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. 
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